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DENGAN RAEMAT TUHAN YANG MAEA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK

bahwa Peraturan Paerah Kabupaten Dasrah Tingkat II De
mak tanggal 21 Pebruari 1951 yang diundangkan dalam
Lembaran Daerah Jawa Tengah tanggal 25 Agustus 1952 -
( Tambahan Seri C Nomor 10 ) tentang Pajak Kendarasn
Tidok Bermotor, dengan segala perubahannya sudah ti -
dak sesual lagi dengan perkembangan gewasa ini sehing
ga dipandang perlu untuk ditinjau kembali dan diubah

secara menyeluruh ;

bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan -

Peraturan Daerah .

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokolk-pokok
Pemerintshan di Dperzh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daersch Kabupaten dalem Lingkungen Propinsi Ja-
wa Tengah ;

Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Peratur
an Umum Pajak Daersh ;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan
Keuengan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957
tentang Penyerahan Pojek Negara kepada Deerch

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidena ;

Peraturan Daerah Kabupaten Deersh Tingkat IT Demak No
mor 5 Tehun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri 8i -
pil di lingkungan Pemexintah Kabupaten Daerah Ting =

kat IT Demak .
Dengan semep



Dengan Persectujuan Dewan perwnkilan Halyat Daersh Kabusaten Daerah
Tingkat II Demak

MEMUTOSKAN

Meneiapkan ¢ PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DIMAK
TENTANG PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR e

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pacal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimoksud dengan 3

. Penerintah Daerah adalah Pemerintah Kobupatens
Daerah Tingkat II Demnk 3

be Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daew
rah Tingkat II Demak

¢e Dinas pPendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak 3

d. Inspekterat wilayah Kabupaten adalah Inspekte =
rat wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demok §

e. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sckreta.
riat wilayah/Daerah Tingkat II Demak 3

f. Kendaorann Tidak Bermotor adalsh serun jenis ken
daraan yang digerakkan olch tannga manusin -
atau hewan penghela yang menggunokan jalan ja =
lan Unum, baik yang untuk kepentingan sendiri
maupun mengangkut barang atau penumpang 3

ge Kas Daerah adalah Kas Dacrah Knbupaten Daerah =
Tingkat II Demak o

BAB II Shasnann
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(2)
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BAB II
NAMA, WILAYAE, SUBYEKX DAN OBYEK PAJAK

Pasal 2

4

Dengan nama Pajck Kendarasn Tidek Bermotor dipungut Pajak karena
meniliki/menguasei kendercan tidck bermotor dalam Wilayeh Kabu -
paten Daerah Tinglat IT Demsk ,

Subyek Pojek adzlzh orang steu Baden Hukum yeng memiliki/mengua~

sai kendargezn tidak bermotor .

Obyek Pajele adelsh Kendarmen Tidek Bermotor .

Pasnl 3

Wejib Pejak sdaleh setiep pemilik/penguasa kendoraan tidok ber -
motor yang bertempot tingpal dalem wilayeh Kebupeten Deereh Ting
kat II Demak .

Kepzla Keluarge ditetapkan sebagai Penanggung Jewsb Pajak watuk
Anggota=anggota keluarganya .

Jika sustu kenderaan tidck bermotor dimiliki/dilcuasai oleh lebih
dari seor.ng maka mereks mesing-mesing bertenggung jaweb atas pem

bayaran pzjoknys .

BAB IIT
PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasecl %

Wejib Pejak berkewajiban mendaftarken kenderson tidak bermotor-
yong dimiliki/dikuasai paling lambat pada akhir bulan Maret se-
tiap tchunnya ,

Boagi Kendarasn Tidok Bermotor vang dimiliki/dikunsai sesudah bu
lon Maret Tahun Pajak berjolen wajib didaftarkon paling lambet
3 € tiga ) bulaon setelah pemiliken/penguascon ,

Pajak sebagaimena dimsksud delem Posal 2 ayat (1) herus dibayar
ken lunas pada sact pendaftoran kepada Kes Daerah stau melalui-
Bendaharawsn Khusus Penerima .

(Ll-) i«pabila R



(%) Apabile pendsftaran dan pembayaran Pajak dilckukan setelah le-
wat wektu sebageimena dimckoud ayet (1) don (2) Pasal ini i -
kenckan dende fiskal 50 % ( lima puluh per serctus ) dari jume-
lah Pajek yong terhutang ,

( 5) Tatacars dew tempat pendlaftaren diatur cleh Bupati Kepals Dae-
rt’.h .

Pasal™ 5

”é‘:.‘ Apabila pade suctu tahun pejak y kendaraegn tidak bermotor di
alihken pemilikan / penguasasnnya keprdc orang lain den Pejok untuk
tahun tersebut telah dibayer lunas , mska pemilik / penguasz yang @
baru dibebasken dari pemboyaren pajok untuk tahun Yang bersangkut -
an .

Posnl 6

(1) Terhadap pembaycuran pejok sebagaimans ‘dimcksud Pasal 4 ayat (3)
Poraturan Deerah ini kepads Wajib Pajak diberikan tanda bukbi
pemnbayeren ( Penning ) yang harus ditempellan pade kendarasn -
yeng bersengkutsn .

(2) Bentuk dan Warna Tanda Pewbeyeron Pajok ( Penning ) sebagaime
na dimsksud ayet (1) Pascd ini setiap tohur ditetupken oleh Bu
pati Kepoio Deerah o

Pasal 7

(1) Peaning sebognimens dimeksud Posol € ayat (1) Peraturan Daerah
ini dicnggap rusek epabila '

2e nomor dan angka tahun yeng tertera pada plombir hilang
atau tidek terbaca

be nomor dan angka tchun yang tertera pads plombir hilang
karenz robek atau koyek ,

veyl L, P
Dalam keadaan sobagaimana dimalkoud ayat (1) pasal ini, wajib pa

Jak harus molaporkan untuk diberiknn duplikat tanda bukti pemba
yaran ( ponning ) dongan membayar biaya pengadaannya .

BADB IV .




BAB IV
TARIP PAJAK
Pasal 8

Besarnya rajak Kendaraan Tidak Bermotor tiap-tiap tahun adalah -

gebagai berikut

C.
d.

2.

Sepeda ( dengan satu gir ) 5ebeSar ......e.eeeess RP 500,00
Sepeda ( dengen dua gir / lebih ) sebesar ....... Rp 1.000,00
Dokar, Gerobag, Songkro SebeSar ..scessceesssssss RD 1,000,00
BRCHK 'BODOMAT  do'ssennisaisnvebicue e inpendnnsvi Rl 190,00

Gerobag tangan, kereta dorong sebesar ........... Bp 500,00

Kendaraan Tidak Bermotor yang dibebaskan dari Fajak adalah

a.
b.

Ce

Sepeda yang sifatnya untuk permainan anak-anak ;

Sepeda roda tiga yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah -
Dasrah ;

Gerobag dorong / tarik yang digunzkan untuk kepentingan Ruman

Sakit dan Palang Merah Indonesia ( PMI ) ;

Kereta dorcong milik perkumpulan masyarakat yang digunakan un-

tuk membawa mayat ;
dereta dorong untuk mengasuh anak 3

Semua jenis kendaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sam—
pai dengan huruf e Pasal ini yang dipajang sebagai barang da-—

gangan

BARB VI
KETENTUAN PIDANA

¥asal 10

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4

ayat (1) sampei dengan ayat (4) dan Pasal 6 ayat (1) diancam -

hukunan kurungan selama-lamanya 1 ( satu ) bulan atau den—

dan sebesar Rp 10.000,00 ( 'sepuluh ribu rupiah ) .

BAB VI eresenvece



(1)

(2)

(1)

(2).

- 6 -
PELAXKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENYIDIXAN

Pagal 11
Pelaksanaan atas Peraturan Daeroh ini diser:hion kepada Dinas
Pendapatan Daerah .
Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Dazerah ini ditugaskan -
kepadé Inspektorat Wilayah Kébupaten dan B&gian Hukum,

Pasal 12

Selein Pejabat ‘enyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang
bértugas menyidik tinﬁak pidena ,penyidiken ates tindek pida-
na sebagaimana dimaksud dalam Peraturasy Daersh ini dapat dila
kukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Fegeri Sipil dilingkungan
Pemerintah Daerah yang penganghkatannya ditetupkan sesuai deng

an Peraturan Perundang;undangan yang berlaku ,

Dalam welaksanskan tugas penyidikan para Penyidik Fegawai Nege
ri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal iri berwenang :

&. melerimz. laporan atau pengaduan dari seseorang tentang ada-
nya tindak pidena ;
b. melakuvkan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadisn-

serta melakukan pemeriksacon g

C. Menyuruhberhenti seseorang tersangka dori perbuatannys dan-

memeriksa tenda pengenal diri tersangka s
de melzkukan penyitzan Yenda atau surst ;.
es mengombil sidik jari dan memotret Seseorang

f. memanggil seseorang untuk didengar dan diveriksc sebagai =

tersangka atou saksi

g« mendatangkan seorang shli yang diperlukan dalam hubungen -

dengan pemeriksann perkara :

h. menghentikan penyidikannyz setelah mendapat petunjuk dari -
Fenyidik POLRI bzhwa tidek terdapat cukup bukti atauv peris-
tiwae tersebut bukan merubakan tindalk pid=na ,dan selanjut -
nya melalui Fenyidik POLRI memberitahukan hal tersebut ke-
pada Tonuntut Umum , tersangks atau keluarganya ;

1. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertang
gung jawabkan,

BA‘\ B VII LR S )




BAaA B VI
SisruAl PelUTUR

Masal 17

al bal yeng belum dintur dalam Peraturan Daersh ini akon diatur

lebily lapjut olch Supeti. Eepaln Daersh sepsnjang mengenal pelaksansannya ,

Fasal 14

Bengan bhorlekunya Vevatursn aerah indi , maks "erntizan Daerah ka -
bupnten Locrah Tinglat IL Demak tengpnl 21 Pebausri 1251 tentang Pajek -
nendarvann Yidak Bermolor yong diundangkan dalem Lembrr=r Laersh Tropinei
Jowe, Tougah tangeal 25 Aguetus 1272 Serd © Nomor 10 boserta scgala perubah:
anoya dinyateken $idak berlaku L

“naal ()

Peraturnn Loercoh ind pwlai Loriolu peda tangpgnl diwvdangkan

Agar supayz setiap oreng dapat mengetohwinga memerintahian
pengundangan Peraturan Deenah indi dengan pencmpatamnyia & nl-m Lembaran Da -

erah labupaten Laerah Tingkat LL Denak .

Demak ,19 Oktober 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II D EN A K

Mei 1993. dinmuat dalam Lone
baran Dacrah Kabupaten Daeral
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hun 1993 Seri A Noror &
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